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ABSTRAK

ANALISIS KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH PALEMBANG
TERHADAP KEMANDIRIAN KOTA PALEMBANG
Oleh:

Nico Ferdinand P

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan kemandirian Kota
Palembang terhadap kemandirian kota Palembang dlm periode 2002 sampai
dengan 2012. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang dapat diperoleh di
Badan Pusat Statistik Palembang (BPS). Teknik analisis yang digunakan dalam
penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dan deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian
ini menunjukkan bahwa kemampuan kemandirian Kota Palembang cukup mandiri
dalam membiayai pembangunan di Kota palembang tersebut. Hal tersebut
didukung dari baiknya pendapatan asli daerah dikota palembang.

Kata Kunci: Pendapatan Asli Daerah, Kemampuan Keuangan Daerah,
Kemandirian
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ABSTRACK

THE ANALYSIS OF FINANCIAL CAPABILITY OF PALEMBANG IN
SUPPORTING THE SELF-SUFFICIENCY OF THE CITY

By:
Nico Ferdinand P

(Advisors: Drs, Fachrizal Bachri, M.Sc. and Drs. Nazeli Adnan, M.Si.)

The objective of this study is to reveal the financial capability of palembang
municipality in supporting the self-sufficiency of the city during the period from
2002 up to 2012. The study uses the secondary data optained from the central
statistic agency of Palembang (BPS). The technique of analysis used inthis study
is descriptive qualytative and quantitative descriptive. The result of this study
indicates that the financial capability of Palembang is adequate to suppoort the
self-sufficiency of Palembang in financing the devolopment of the city of
Palembang. This condition is supported by the regional origional revenue of
Palembang which is relatively good.

Keywords: Regional Origional Revenue, Regional Financial Capability, Self-
sufficiency.

Diterjemahkan oleh:

Drs.Majelis.M.S;L.S.
(Pustakawan dan guru bahasa inggris)
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BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Cita-cita dan tujuan nasional memberikan arah bagi pelaksanaan pembangunan
agar dapat berjalan dengan efektif dan sesuai dengan sasarannya untuk
melaksanakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Tujuan peiaksanaan
desentralisasi fiskal adalah untuk memberikan pelayanan publik yang lebih baik
dan menciptakan proses pengembalian keputusan publik yang lebih demokratis
(Suahasil dan Nurkholis, 2006:134). Untuk melaksanakan tujuan tersebut
diperlukan adanya kebijakan yang mampu merealisasikan cita-cita dan tujuan
tersebut.

Desentralisasi pada dasarnya terdiri dari desentralisasi administrasi dan
desentralisasi ekonomi (Departemen Keuangan Republik Indonesia, 2008:16).
Pelaksanaan desentralisasi diwujudkan melalui pemberian bantuan dalam bentuk
transfer melalui pemberian bantuan pemerintah pusat, ditambah dengan argumen
untuk menjaga pertumbuhan dan stabilitas ekonomi serta menjaga keutuhan
Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menyebabkan lebih menguatnya
sistem sentralisasi (Departemen Keuangan Republik Indonesia, 2009:2).

Menurut Mardiasmo (2002:3) sistem sentralisasi yang dijalankan oleh
pemerintah pusat selama ini melahirkan krisis ekonomi dan kepercayaan yang
berdampak positif dan negatif bagi upaya peningkatan kesejahteraan seluruh

rakyat Indonesia dan memunculkan ketergantungan pemerintah daerah dalam hal



penetapan kebijakan yang diambil di daerah dikarenakan selalu menantikan
kebijakan yang diatur dari pusat dan berlaku secara umum di daerah.

Halim (2001:125) menjelaskan bahwa ciri utama suatu daerah yang mampu
melaksanakan otonomi, yaitu:

1. Kemampuan keuangan daerah, artinya daerah harus memiliki kewenangan
dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan, mengelola dan
menggunakan keuangan sendiri yang cukup untuk membiayai
penyelenggaraan pemerintahannya.

2. Ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin, agar
Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat menjadi bagian sumber keuangan
terbesar sehingga peranan pemerintah daerah menjadi lebih besar.

Dalam Undang- undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah
Daerah mengamanatkan bahwa daerah memiliki kewenangan dalam mengelola
daerahnya sendiri secara mandiri dan bertanggung jawab terhadap kepentingan
masyarakatnya. Daerah diberikan kewenangan dalam mengelola daerahnya
sendiri secara mandiri dan mampu memenuhi kepentingan masyarakat setempat
sesuai peraturan perundangan.

Pada prinsipnya kebijakan otonomi daerah ini adalah untuk mendukung
pembangunan nasional di negeri ini demi tercapainya pemerataan kemampuan
daerah dari berbagai aspek. Pemerintah daerah menyelenggarakan urusan

pemerintahan yang menjadi kewenangannya dalam menjalankan otonomi seluas-

luasnya berdasarkan asas otonomi.



Indikator kemandirian keuangan suatu daerah adalah rasio Pendapatan
Asli Daerah (PAD) terhadap Dana Perimbangan dan pinjaman, dengan demikian
PAD dan Dana Perimbangan merupakan sumber pengeluaran pemerintah daerah
yang berpengaruh positif terhadap pengeluaran pemerintah suatu daerah.
Pelaksanaan pembangunan menghadapi beberapa kendala diantaranya
keterbatasan sumberdaya alam dan sumber dana pembangunan.

Sumber-sumber penerimaan daerah mengacu kepada undang-undang
tentang  perimbangan keuangan antara pusat dan daerah yang besarnya
disesuaikan dan diselaraskan dengan pembagian kewenangan antara pemerintah
pusat dengan pemerintah daerah. Dalam hal ini pemerintah daerah diberi hak
untuk mendapatkan sumber keuangan berupa kepastian tersediannya pendanaan
dari pemerintah sesuai urusan pemerintah yang diserahkan yakni kewenangan
memungut sekaligus mendayagunakan pajak dan retribusi daerah, hak untuk
mendapatkan bagi hasil dari sumber-sumber daya nasional yang berada di daerah
dan dana perimbangan lainnya serta untuk mengelola kekayaan daerah untuk
mendapatkan sumber-sumber pembiayaan tersebut (Yuwono, 2008:48).

Sumber penerimaan daerah seperti Pendapatan Asli Daerah (PAD)
diwujudkan di daerah dengan kewenangan memungut pajak dan retribusi daerah
yang diatur dalam UU Nomor 34 Tahun 2000 dengan peraturan pelaksanaannya
berupa Peraturan Daerah.

Berdasarkan Undang-Undang di atas, daerah diberi kewenangan untuk
memungut 11 jenis pajak dan 28 jenis retribusi daerah yang sampai saat ini

terjadi ketimpangan yang relatif besar terhadap distribusi kewenangan perpajakan



antara pusat dan daerah yang tercermin dari jumlah penerimaan pajak yang tidak
berdampak besar bagi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pembiayaan kebutuhan disebagian besar daerah pada kenyataanya hanya
memiliki PAD kurang dari 10 persen dan hal ini sangat bervariasi disetiap daerah
yakni antara S5 persen - 10 persen karena kewenangan perpajakan (faxing power)
daerah sangat terbatas dan akhirnya akan bermuara pada rendahnya kemampuan
keuangan daerah (Yuwono, 2008:47).

Indikator rendahnya kemampuan daerah dalam membiayai keuangan
daerah dapat dilihat dari Indek Kemampuan Rutin (IKR) yang diperoleh dari
besarnya rasio perubahan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pengeluaran
rutin daerah. Dalam era otonomi daerah sekarang ini, daerah diberikan
kewenangan yang lebih besar untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya
sendiri. Tujuannya antara lain adalah untuk lebih mendekatkan pelayanan
pemerintah kepada masyarakat, memudahkan masyarakat untuk memantau dan
mengontrol penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD), selain untuk menciptakan persaingan yang sehat antar
daerah dan mendorong timbulnya inovasi.

Pemerintah daerah perlu berupaya melakukan program peningkatan
kemampuan keuangan daerah dengan mengoptimalkan sumber-sumber
pendapatan yang asli milik daerah yakni dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang
menjadi tulang punggung pendapatan yang diperoleh dari kekayaan yang dimiliki
oleh daerah terutama potensi daerah dari Pendapatan Asli Daerah. Potensi lainnya

yang menguatkan upaya pemerintah perlu melihat dari sisi sektor ekonomi daerah



yang tertuang dalam masing-masing sektor lapangan usaha dalam meningkatkan
kemampuan keuangan daerah. Kondisi sektor ekonomi tersebut dapat dilihat dari
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) daerah seperti pada Tabel 1.1 sebagai
berikut:

Tabel 1.1.

PDRB Kota Palembang Menurut Lapangan Usaha Tahun 2004 hingga 2012
(dalam milyar rupiah)

Tahun ( milyar)
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

No Lap.Usaha

1 Pertanian 2916  3.030 2446 2710 2654 2666 2831 2995  3.052
2 Pertambangan 2197 2059 3359 3405 3444 3490 3492 3601  3.655
3 Industri 2047 3158 2457 2350 2498 2685 2385 3031 3237
4  Listrik dan gas 109 119 64 69 70 76 79 87 135
5 Bangunan 876 927 1001 1057 1138 1234 1356 1529 1684
6 :et’dlaga"ga“ 2761 2972 1772 1993 2038 2181 2355 2614 2813
[s] (S
7  Pengangkutan 806 364 594 661 776 883 990 1138 1230
8  Keuangandan 546 604 511 S62 607 653 710 765 836
sewa
9 Jasa-jasa 960  1.014 984 1122 1208 1340 1441 1567  1.692
PDRB 1415  14.75 13.19 1410 1443 1520 1609 1733 1833

Sumber:-BPS Palembang, PDRB kota Palembang Tahun 2013.

Berdasarkan pada Tabel 1.1 tentang PDRB Kota Palembang yang
memiliki sembilan lapangan usaha menunjukkan nilai dari PDRB tersebut
memberikan dampak terhadap besarnya Indeks Penampilan PAD (IPP)yang
menerangkan tentang kuat atau lemahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam
membangun pembangunan kota Palembang yang dilakukan oleh pemerintah

daerah dalam mengkaji keterkaitannya dengan Pandapatan Asli Daerah.

Pertanian di Palembang memiliki nilai sumbangan kepada Produk
Domestik Regional Bruto (PDRB) yang cukup baik, dan nilai yang tertinggi yaitu

ditahun 2012 sebesar 3.052 (dalam milyar), begitu juga dengan hasil nilai untuk



Pertambangan, Industri, Perdagangan Hotel memiliki nilai diatas 2.000 (dalam
milyar). Hal ini cukup baik untuk melakukan pembangunan di Kota Palembang

tersebut.

Sedangkan untuk lima lapangan usaha lainnya Kota Palembang memiliki
nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berdasarkan lapangan usahanya
seperti Listrik dan Gas, Bangunan, Pengangkutan, Keuangan dan Sewa, Jasa-Jasa
memiliki nilai dibawah 1000 (dalam milyar rupiah). Untuk nilai tersebut
Palembang cukup lemah untuk membangun pembangunan Kota Palembang
tersebut. Apabila semakin tinggi nilai Produk Domestik Regional Bruto suatu

daerah maka sangat baik untuk melakukan pembangunan daerah tersebut.

Ciri utama kemampuan suatu daerah adalah terletak pada kemampuan
keuangan daerah, artinya daerah otonom harus memiliki kewenangan dan
kemampuan dalam menggali sumber keuangan sendiri untuk menjalankan fungsi
pemerintahan, Faktor keuangan suatu hal yang sangat penting karena hampir

tidak ada kegiatan pemerintahan yang tidak membutuhkan biaya.

Pemerintah daerah tidak hanya bisa menggali sumber-sumber keuangan
akan tetapi juga sanggup mengelola dan menggunakan secara value for money
(nilai uang) dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah, sehingga
ketergantungan kepada bantuan pemerintah pusat harus seminimal mungkin dapat
ditekan. Dengan dikuranginya ketergantungan kepada pemerintah pusat maka
Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi sumber keuangan terbesar. Kegiatan ini

hendaknya didukung juga oleh kebijakan perimbangan keuangan pemerintah

Il B



pusat dan daerah sebagai prasyarat dalam sistem pemerintahan Negara (Koswara,

2000:50).

Otonomi daerah dan desentralisasi membutuhkan kesiapan semua pihak di
daerah baik eksekutif, legislatif maupun masyarakat didaerah. Salah satu aspek
penting pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisai yang harus diatur secara
hati-hati adalah masalah pengelolaan keuangan daerah dengan menggali sumber-
sumber potensi daerah yang belum dioptimalkan oleh daerah dalam wadah
desentralisasi fiskal otonomi daerah dibawah desentralisasi yang luas, nyata dan
bertanggung jawab. Oleh karena itu diperlukan manajemen keuangan daerah
yang mampu mengontrol kebijakan keuangan daerah yang mampu mengontrol
kebijakan keuangan daerah secara ekonomis, efisien, efektif, transparan dan

akuntabel (Kaho,1991:123).

Pertumbuhan ekonomi di Kota Palembang akan meningkatkan pendapatan
daerah yang digunakan untuk membiayai pembanguan disegala pelosok wilayah
selain pemanfaatan bantuan dari pusat dan investasi pihak swasta. Pendapatan
Asli Daerah sampai dengan saat sekarang lebih banyak dimanfaatkan untuk
pengeluaran rutin daerah meskipun porsinya masih relatif kecil, sedangkan
pengeluaran pembangunan lebih tergantung pada pemerintah pusat.

Sementara itu keterbatasan sumber dana pembangunan membuat
ketimpangan antar daerah. Daerah yang memiliki sumber dana pembangunan
yang tinggi dapat membiayai sebagian besar pengeluan pemerintah daerahnya,
sementara daerah yang memiliki sumber dana yang rendah memiliki

ketergantungan pada dana dari pemerintah pusat.



1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang sebelumnya, maka dapat diambil pokok permasalahan

sebagai berikut:

Bagaimana tingkat kemandirian keuangan daerah di Kota Palembang?

2. Bagaimana pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Terhadap
Pendapatan Asli Daerh (PAD) Kota Palembang selama Tahun 2002 hingga
2012?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada latar belakang yang telah dirumuskan di atas, maka tujuan

penelitian ini adalah :

1.

Untuk mengetahui tingkat kemandirian keuangan daerah di Kota Palembang.

2. Untuk mengetahui pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang selama tahun 2002 hingga
2012.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

I:

Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan mampu memperkaya khasanah ilmu
pengetahuan, khususnya yang berkaitan dengan Pendapatan Asli Daerah

(PAD) untuk membiayai keuangan daerah guna melakukan pembangunan di
Kota Palembang



Manfaat Praktis

Untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi pemerintah Kota Palembang
dalam mengupayakan peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah.
Diharapkan dapat menambah wawasan penulisan dalam memahami seluk

beluk Pendapatan Asli Daerah untuk Kemampuan Kemandirian Daerah.
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